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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Televisi merupakan salah satu media massa yang menghadirkan berita-
berita terbaru, terlebih berita di bidang politik mulai dari kampanye yang
dimuat di televisi, informasi perkembangan situasi politik menjelang
pemilu, hingga hasil hitung cepat. Di Indonesia sendiri, konten yang
disiarkan melalui televisi terdapat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia
atau KPI yang bertugas untuk memantau dan penyaring konten-konten
program yang disiarkan oleh seluruh stasiun televisi di Indonesia.

KPI Pusat (2016, para.3) mengimbau kepada seluruh lembaga
penyiaran untuk mulai menerapkan translasi bahasa isyarat dalam
program-program siarannya. Imbauan yang dikeluarkan oleh KPI tersebut
didasari adanya Undang-Undang Pasal 14 Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, yaitu tentang menjamin hak setiap warga negara
untuk memperoleh informasi yang diperlukan demi pengembangan pribadi
dan lingkungan.

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad juga mengatakan bahwa
penyediaan translasi bahasa isyarat dalam program acara televisi sebagai
bentuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabiltas tunarungu dalam
memperoleh informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab (KPI

Imbau Stasiun Televisi Beri Translasi Bahasa Isyarat, 2016, para.4).
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Berbicara mengenai kebijakan translasi bahasa isyarat, dalam Pasal 22
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 juga membahas
mengenai memberi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas,
khususnya dalam penyertakan penerjemah bahasa isyarat untuk
memfasilitasi pemilih tunarungu sebagai mekanisme penyelenggaraan
debat pasangan calon. Aturan yang harus dipatuhi oleh Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan acara debat yaitu
mengenai banyaknya putaran acara debat, tema yang diambil, hingga
aturan lamanya penyelenggaraan acara debat.

Gambar 1.1 Tayangan Acara Debat Pilgub Jabar 2018 di Televisi

PAEAVI:BBAK 1 TERDUGA TERORIS DI SUBANG JABAR @ WIRANTO JAMIN APARAT - mETR@TV

Sumber: video.medcom.id
Tampilan translasi bahasa isyarat digunakan pertama kali oleh KPU
dalam acara debat Pilpres 2014. Dalam penggunaan perdananya, tampilan
penerjemah bahasa isyarat mendapat masukan dan apresiasi. Salah satu
masukan yang diberikan yaitu dari Pinkan Warouw selaku salah satu

pendamping penerjemah di Organisasi Gerakan Kesejahteraan Tunarungu
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Indonesia  (Gerkatin), yang mengatakan bahwa kaum tunarungu
mengeluhkan ukuran kotak penerjemah di TV yang terlihat sebesar tutup
botol saja di televisi mereka yang hanya sebesar 14 inchi (DetikNews,
2014, para.2).

Namun adanya tampilan translasi bahasa isyarat di televisi untuk
pertama kali juga diapresiasi oleh beberapa organisasi kelompok
tunarungu lain yang menghargai usaha KPU dalam memberikan layanan
terbaik untuk masyarakat penyandang disabilitas penyandang tunarungu.

Translasi bahasa isyarat merupakan bahasa utama yang digunakan oleh
masyarakat disabilitas penyandang tunarungu. Dikutip melalui Kumparan,
“Pentingnya Bahasa Isyarat bagi Tunarungu” (2017, para.8) yang
mengatakan bahwa dengan bahasa isyarat, kaum tunarungu akan bisa
mengerti dan berkomunikasi lebih baik dengan pendengarnya. Maka dari
itu penting bagi kaum tunarungu mendapatkan pelayanan yang baik
khususnya menyenai translasi bahasa isyarat di televisi.

Mengingat bahwa pada tahun ini  KPU akan kembali
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah secara
serentak. Salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian adalah Jawa
Barat, dimana daerah ini akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur
dengan 4 pasangan calon untuk periode 2019-2024. Pada Pemilihan
Gubernur tahun 2018 KPUD Jawa Barat akan mengadakan beberapa

rangkaian acara untuk mendukung pesta demokrasi di Jawa Barat, salah
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satunya adalah acara Debat Pilgub Jabar 2018 yang akan dilengkapi
dengan translasi bahasa isyarat.

Selain acara debat, KPU Jawa Barat juga melakukan cara lain untuk
menarik tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk ambil bagian
dalam pesta demokrasi ini, salah satunya yaitu sosialisasi. Komisioner
KPU Jabar, Nina Yuningsih, mengatakan bahwa dalam sosialisasi ini akan
menjelaskan tentang mekanisme Pilkada dan pencoblosan bagi
penyandang disabilitas tunarungu” (Kumparan, 2018, para.2).

Dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan, KPU mengundang
Organisasi untuk Kesejahteraan Tunarungu Jawa Barat (Gerkatin) Jawa
Barat sebagai tamunya. Organisasi ini cukup aktif dalam melakukan
tugasnya untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas, terutama tunarungu,
dalam segala bidang. Acara sosialisasi ini diadakan dengan pertimbangan
banyaknya jumlah pemilih difabel tunarungu. Seperti pada tabel Rekap

Data Pemilih Jabar di bawah ini:
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Gambar 1.2 Rekap Data Pemilih Difabel Jawa Barat

i3

Show[50 ¥ |entries

Difaber

Sumber: infopemilu.kpu.go.id
Pemilih tunarungu yang telah terdaftar ada sebanyak 9.212 orang
pemilih. Jumlah pemilih difabel tunarungu di Jawa Barat merupakan yang
terbanyak ke-3 setelah pemilih difabel tunadaksa dan tunanetra, yaitu

sebanyak 15.090 dan 9.289 orang.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, peneliti
tertarik untuk membahas topik penelitian mengenai tingkat terpaan acara
debat Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi pemilih

tunarungu. Hal tersebut dikarenakan melihat jumlah populasi pemilih
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1.2

1.3

penyandang tunarungu di Jawa Barat yang cukup besar, serta peran televisi
sebagai media yang memiliki andil dalam proses pemilu sebagai bagian
dari upaya meningkatkan tingkat partisipasi kaum tunarungu dalam proses

pesta demokrasi.

Rumusan Masalah

Besarnya jumlah pemilih tunarungu di Jawa Barat menjadikan
KPUD Jawa Barat memberikan fasilitas translasi bahasa isyarat khususnya
pada acara Debat Pilgub Jawa Barat. Fasilitas ini diharapkan dapat
memberikan informasi lebih baik bagi pemilih tunarungu khususnya
informasi mengenai Pilgub Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat terpaan acara
Debat Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi politik
pemilih tunarungu.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat terpaan acara Debat
Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi politik
pemilih tunarungu.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat terpaan acara
Debat Pilgub Jabar 2018 di televisi terhadap tingkat partisipasi politik

pemilih tunarungu.
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1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan akademis dan
kegunaan praktis:
15 Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan
tentang media dan retorika sebagai persuasi melalui kampanye
politik di media televisi serta media sosial lainnya
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada lembaga/
instansi media mengenai isi berita terkait tingkat terpaan acara
debat melalui media televisi terhadap adanya tingkat partisipasi

politik masyarakat.
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